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BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 28 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

DI KABUPATEN BANYUMAS 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-

luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten 

Banyumas secara non diskriminatif, objektif, 

transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan 

usia, domisili, tingkat intelektualitas, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyumas telah membuat 

kebijakan penerimaan peserta didik baru yang dapat 

mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat 

melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di 

SALINAN 



JDIH Kabupaten Banyumas 

 

Kabupaten Banyumas; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

dan Sekolah Menengah Kejuruan, telah diubah 

ketentuan mengenai pembagian prosentase setiap jalur 

penerimaan peserta didik baru sehingga Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di 

Kabupaten Banyumas; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan  (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 
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Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik 

Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) 

sebagaimana telah diudah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1918); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 

Seri D); 

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten 

Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2019 Nomor 19); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 

2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 

2019/2020 DI KABUPATEN BANYUMAS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 

di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 

Nomor 19) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :  

a. zonasi;  

b. prestasi; dan  

c. perpindahan tugas orang tua/wali.  
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(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung SMP untuk 

calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zonasi domisili 

peserta didik.   

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 

banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMP untuk calon 

peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi domisili peserta 

didik.  

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung 

SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Daerah. 

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) 

jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 

(satu) zonasi kecuali mempunyai prestasi. 

 (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai 

dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta 

didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di 

luar zona desa/kelurahan domisili calon peserta didik.  

(7) Dalam hal calon peserta didik yang mempunyai prestasi telah 

mendaftar melalui jalur zonasi dan akan merubah mendaftar melalui 

jalur prestasi, atau sebaliknya, calon peserta didik harus mencabut 

berkas pendaftaran jalur sebelumnya. 

(8) Tata cara pencabutan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (6). 

 

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17A 

SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka 

jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur 

dalam Peraturan Bupati ini. 
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3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 19 

(1)  Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling 

sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf a, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai 

zona yang ditetapkan oleh Bupati.  

(2) Zona sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) meliputi : 

a. zona 1 yaitu Desa/Kelurahan lokasi suatu sekolah berada; 

b. zona 2 yaitu Desa/Kelurahan di luar zona 1 dalam wilayah 

kecamatan suatu sekolah berada; 

c. zona 3 adalah  Desa/Kelurahan di luar kecamatan dalam 

kabupaten suatu sekolah berada. 

(3) Desa/Kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung 

dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan zona 3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

(4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling 

singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.  

(5) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari 

rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala 

desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang 

bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak 

diterbitkannya surat keterangan domisili. 

(6) SMP memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga 

atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang 

sama dengan SD asal. 
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4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 20  

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditentukan 

berdasarkan :  

a.  nilai ujian Sekolah berstandar nasional; dan/atau  

b.  hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik 

maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat 

nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.  

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta 

didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas. 

 

  Ditetapkan di Purwokerto 
 pada tanggal 25 Juni 2019 

BUPATI BANYUMAS, 

ttd 

ACHMAD HUSEIN 
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Diundangkan di Purwokerto 
pada tanggal 25 Juni 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 
 
               ttd 
 
WAHYU BUDI SAPTONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 28 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

 
ttd 

 
SUGENG AMIN, S.H.,M.H. 

Pembina Tk. 1 
NIP 196701281993021001 

 


